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ABSTRAK 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sedang berusahan menangani permasalahan 

tanah. Permasalahan tanah di hulu, dikarenakan masih banyaknya bidang tanah 

yang belum terdaftar. Kementerian ini memiliki komitmen yang serius untuk 

memberantas praktik mafia tanah di Indonesia, salah satunya adalah dengan 

diselenggarakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kota 

Depok merupakan salah satu wilayah dilaksanakannya program PTSL, maka 

Kelurahan Cimpaeun merupakan salah satu kelurahan yang menjadi target PTSL. 

Maka perlu diketahui apakah PTSL di Kelurahan Cimpaeun telah memberikan 

kepastian hukum dan apakah asas-asas pada pelaksanaan PTSL di Kelurahan 

Cimpaeun telah terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kepastian 

hukum melalui PTSL serta guna menganalisis mengenai asas-asas pada 

pelaksanaan PTSL di Kelurahan Cimpaeun. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yang mana penelitian ini dilakukan 

dengan cara melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kelurahan Cimpaeun masih belum 

menerapkan asas cepat dan lancar serta asas aman pada pendaftaran tanah dengan 

baik, karena terdapat beberapa permasalahan, seperti terdapat masalah overlapping 

dan dalam hal pemberkasan yang terkadang masih belum dapat dilengkapi oleh 

pemohon, yang menyebabkan pelaksanaan PTSL di Kelurahan Cimpaeun 

terhambat, sehingga beberapa masyarakat di Kelurahan Cimpaeun belum mendapat 

kepastian hukum.  
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ABSTRACT 

At this time the Minister of Agrarian Affairs is trying to deal with the land problem. 

The problem of land upstream, because there are still many plots of land that have 

not been registered. Thus, the Ministry of Agrarian affairs and Spatial Planning 

has a serious commitment to eradicate the practice of the land mafia in Indonesia, 

one of which is the implementation of the Complete Systematic Land Registration 

(PTSL) program. Depok City is one of the areas for the implementation of the PTSL 

program, so Cimpaeun Village is one of the villages targeted by PTSL. So it is 

necessary to know whether the PTSL in Cimpaeun Village has provided legal 

certainty and whether the principles for the implementation of PTSL in Cimpaeun 

Village have been fulfilled. The purpose of this study is to explain legal certainty 

through PTSL and to analyze the principles in the implementation of PTSL in 

Cimpaeun Village. The method used in this study is Empirical Legal Research, 

where this research is carried out by looking at the legal reality in society. This 

research shows that the implementation of PTSL in Cimpaeun Village still does not 

apply the principle of fast and smooth and safe land registration properly, because 

there are several problems, such as there are overlapping problems and in terms 

of filings that sometimes cannot be completed by the applicant, which causes the 

implementation of PTSL in Cimpaeun Village to be hampered, so that some 

communities in Cimpaeun Village have not received legal certainty. 
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